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PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Mto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Blora, 02 November 1974, agama

Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat

kediaman  di  Kabupaten  Tebo,  Provinsi  Jambi  sebagai

Penggugat,   

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Blora, 01 Januari 1960, agama Islam,

pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman

di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2022

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  156/Pdt.G/2022/PA.Mto,

tanggal 11 April 2022,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

sah menikah pada tanggal 05-07-1991, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Todanan,  Kabupaten  Blora

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/12/VII/1991,

tertanggal 05-07-1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;  

2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  Perawan

sedangkan  Tergugat  berstatus  Jejaka,  dan  sesaat  setelah  akad  nikah,
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Tergugat  mengucapkan  sighat  taklik  talak  yang  isinya  sebagaimana

tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;  

3. Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai  suami-istri  dengan  bertempat  tinggal  di  rumah  Penggugat  yang

beralamat  di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;  

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

4 (empat) orang anak. Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;  

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan  rukun  dan  harmonis,  tetapi  sejak  tahun  1993  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan: 

a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat;  

b. Tergugat  cemburu  pada Penggugat  karena Penggugat  seorang

Tukang Pijat Keliling;  

6.  Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  tahun  2018,  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah

tempat tinggal  sampai  sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat

menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri; 

7. Bahwa Penggugat memberikan keterangan Surat Keterangan tidak mampu

dari  Kelurahan  Tebing  Tinggi  Mengetahui  Camat  Tebo  Tengah  yang

diketahui Nomor : 401/132/Kel-TT/ 2022; 

8. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak

berhasil; 

9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan

lagi

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Muara  Tebo,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

karena perceraian 
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3. Membebankan  biaya  perkara  pada  DIPA  Pengadilan  Agama

Muara Tebo Tahun Anggaran 2022;  

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;  

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

menghadap sendiri  ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak  menghadap

dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  Wakil/Kuasa

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 17 Maret

2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata

bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan  namun

Majelis  Hakim  selama  persidangan  berlangsung  tetap  memberikan  nasehat

kepada  Penggugat  agar  mengurungkan  keinginannya  untuk  bercerai  dan

mencoba  kembali  membina  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa

rahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses

persidangan;

Bahwa  sselanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509014211740001 tanggal

12  Januari  2016  atas  nama  Penggugat  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah bermeterai

cukup  dan  di-nazegeling, yang  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan
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dengan  aslinya  ternyata  cocok,  diberi  tanggal,  diberi  tanda  P.1  dan

diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/12/VII/1991 tanggal 05

Juli  1991  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  dicatat  dan

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah   Kecamatan  Todanan,

Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan di-

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis  telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Saksi I umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat

kediaman  di  Kabupaten  Tebo,  Provinsi  Jambi  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah bibik Penggugat;

-  bahwa nama suami dari Penggugat dengan nama panggilan adalah

xxx yang menikahi Penggugat secara sah pada tahun 1991;

-  Bahwa Status  Penggugat  dan  Tergugat  saat  menikah  adalah  gadis

hidup dan jejaka;

-   Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah

Penggugat  di  Kelurahan  Tebing  Tinggi,  Kecamatan  Tebo  Tengah,

Kabupaten Tebo;

- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

empat orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  awalnya  rukun-

rukun saja namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat sudah berupaya mencari  namun

tidak berhasil menemui Tergugat;

- Bahwa  upaya  untuk  menasehati  Penggugat  telah  dilakukan  namun

Penggugat tidak bisa lagi menunggu;
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2. Saksi II umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Ojek),

tempat  kediaman  di  Kabupaten  Tebo,  Provinsi  Jambi  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga

Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang belum

lama saksi kenal. Tergugat biasa dipanggil dengan nama Rusdi;

- Bahwa  Status Penggugat  dan Tergugat  saat  menikah adalah gadis

hidup dan jejaka;

-   Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah

Penggugat  di  Kelurahan  Tebing  Tinggi,  Kecamatan  Tebo  Tengah,

Kabupaten Tebo;

- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

empat orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  awalnya  rukun-

rukun saja namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat sudah berupaya mencari  namun

tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

- Bahwa  upaya  untuk  menasehati  Penggugat  telah  dilakukan  namun

Penggugat tidak bisa lagi menunggu;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan  Tergugat tidak pernah hadir  di

persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

gugatan  Penggugat  dan  mohon  putusan  dengan  mengabulkan  gugatan

Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini  cukup ditunjuk  kepada

hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis

Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa

perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang

tercantum  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang

Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat

yang  berada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Muara  Tebo,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama  Muara  Tebo  berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Tergugat  dan  bermaksud  ingin  bercerai  dengan  Tergugat,  sehingga  dapat

dinyatakan Penggugat  memiliki  kepentingan hukum untuk  bertindak sebagai

pihak  (persona standi  in judicio) dan mempunyai  kualitas untuk mengajukan

tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal

14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan   jo.  Pasal  73  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa Penggugat  telah datang menghadap  (in  person)  di

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum

(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan
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Tergugat  tidak  hadir  dan  perkara  a  quo  dapat  diperiksa  tanpa  hadirnya

Tergugat;

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  154  R.Bg.  dan  Pasal  4  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan,  bahwa  dalam  perkara  perdata  inklusif didalamnya  mengenai

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat

tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka  proses  Mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini  tidak pernah hadir di

persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan

cara  menasihati  Penggugat  supaya  bersabar  dan  berupaya  supaya  rukun

kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan

Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatanya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1

dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Suliyem

binti  Sorti dan  Kurniawan bin Mardi  yang merupakan  kakak kandung dan

keponakan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 tersebut merupakan fotokopi

sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat

sebagai  alat  bukti,  telah diberi  meterai  cukup dan telah di-nazageling,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang

Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Materai,  harus  dinyatakan  alat  bukti

tersebut  telah  memenuhi  persyaratan formil  dan dapat  diterima,  dan secara

materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan

yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  alat  bukti  kode  P.2  merupakan  akta  otentik  yang

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan

Tergugat  telah  dan  masih  terikat  dalam  perkawinan  sah,  dan  telah  sesuai

dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  dari  Penggugat  telah  memberikan

keterangan di  persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah

menurut  agama  yang  dianutnya,  sedangkan  adanya  hubungan  dekat  atau

adanya  hubungan  keluarga  antara  Penggugat  dan  saksi-saksi  merupakan

ketentuan  khusus  dalam  perkara  perceraian  atau  sengketa  mengenai

kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)

RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari

kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah

memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,   saksi-

saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat

sendiri,  keterangan  yang  diberikan  tersebut  harus  mempunyai  sumber

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling

bersesuaian satu dengan yang lain; 

Menimbang,  bahwa  dari  saksi-saksi  yang  dihadirkan  di  persidangan,

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  keterangan-keterangan  saksi  yang  memenuhi

syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya suami istri dan sudah dikaruniai empat orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun

karena Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas;

3. Bahwa  kepergian  Tergugat  menandakan  adanya  perselisihan  diantara

Penggugat dan Tergugat;
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4. Bahwa  sampai  saat  ini  mereka  telah  berpisah  dua  tahun  lamanya  dan

selama  berpisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  lagi

hubungan baik lagi;

5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya mencari Tergugat

tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang

terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan

akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi  yang dikuatkan

dengan  alat  bukti  surat  berkode  (P.2)  dapat  dinyatakan  terbukti  bahwa

Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 5-7-

1991. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat

dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum

sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal

standing) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  mengenai  fakta  pisah  tempat  tinggal  antara

Penggugat dan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam

konflik yang mereka hadapi,  melainkan sudah merupakan akibat dari  konflik

yang berkelanjutan, serta menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan

pertengkaran  di  antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Dengan  demikian  selama

terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap

tetap  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  di  antara  keduanya.  Fakta  ini

membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan

sulit  untuk  menuju  terbangunnya  rumah  tangga  yang  bahagia,  sakinah,

mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah

sebagaimana termuat dalam ayat QS. Ar-rum ayat  21, sebagai berikut :

ٗورََحمةًًَ              مّودَةّ بَيَنكَمُ وجََعلَ إليَهاَ ْإ التّسَكنُوُآ مأزَوجَٰٗ ُ ك أنَفُسإ مّن لكَمُ خَلقََ أنَ إهإًٓ ءاَيتَٰ ةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًننًٓنمزسييحةًًومَإن ح ي ي س مز ن ن ًٓ ن

يتَفَكَرُّونَ      لَيٓتَٰلقَّوم إكَ ذلَٰ فإي إنّ تومتومتومتومتومتومتومتومتومتومتومتومتومإ وم ت  
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Artinya: Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa

kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-

benar terdapat  tanda-tanda bagi  kaum yang berfikir.  (QS. Ar-Ruum

21).

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat

dengan  Tergugat,  Majelis  Hakim  berpendapat,  melanjutkan  dan

mempertahankan  rumah  tangga  keduanya  lebih  besar  kemudharatannya

dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga kalaupun Penggugat dan

Tergugat  tetap  dipaksa untuk  mempertahankan rumah tangga akan menjadi

rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah

dalil syar’i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi sebagai berikut:

ولضرار  لضرر
Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu

sampai dimudarati (dicelakai);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar’i yang

lain,  berupa  kaedah  fiqhiyah yang  terdapat  dalam  kitab  al-Asybah  wa  al-

Nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai

berikut:

ضررا      اعظمهما روعي مفسدتان تعارض اخفهما  إذا بارتكاب

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  379/K/AG/1995  tanggal  26  Maret  1997,  yang

kemudian  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa

“suami isteri  yang tidak berdiam serumah lagi  dan tidak ada harapan untuk

hidup  rukun  kembali,  maka  rumah  tangga  tersebut  telah  terbukti  retak  dan

pecah  dan  telah  memenuhi  alasan  cerai  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;”
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum

yang telah Majelis Hakim kemukakan  quod est Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal  116  huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat

terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2

patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  119 ayat  (2)  huruf  c

Kompilasi  Hukum Islam,  talak  bagi  istri  yang  dijatuhkan  Pengadilan  Agama

adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas

suami istri boleh akad nikah baru. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang

pertama  kali  dalam  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  talak  yang

dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan  dan

Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan

Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai

dengan  penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Muara  Tebo  Nomor  W5-

A9/474/HK.05/IV/2022 tertanggal 20 April  2022, maka Penggugat dibebaskan

dari  membayar  biaya  perkara.  Dengan  demikian  dapat  dikabulkan  untuk

membebankan perkara ini kepada Negara;

Mengingat segala  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

tidak hadir di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Nama Tergugat) 

terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Muara Tebo pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Masehi bertepatan

dengan tanggal  20 Ramadhan 1443 Hijriah oleh  Deni  Irawan,  M.H.I,.  M.S.I.

sebagai  Ketua  Majelis,  Leni  Setriani,  S.Sy  dan  Andi  Asyraf,  S.Sy, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Nur  Amri,  S.H sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis, 

 

Deni Irawan, M.H.I,. M.S.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

LENI SETRIANI, S.Sy ANDI ASYRAF, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran     : Rp    0

2. Biaya Proses : Rp    0
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